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,!

,I
it

PF,I{BENTIIKA}I,PENGffHf:$DANPENCcABI,NGA}.I

I.y'enimbr.,rg :

Mengingar

KELLIR1.{AN

DENGAN RAHMAT TIJH+:\ YAI'rc MAHA ESA
BT]PAII iTDIzu

hal:'" r '.tnIr-rk kelarie.lr: pel ':!er,g;arlan Pe-'*rhtehi,,.: Desl secara

;i:;,a grrnf, clii r ':;,.; ir, ,i] prur:r ..I:.r;;.il; iE kgj;iirr-:.;i ]lei;rbaffgft4aA- *rti
seb',-'rai ttnriak :anirrt un.Jargr:uda!* ,;.,,,,nror 22 I.dtlu 19t) rcnta:.t :

Petttarini'rhar l)aeiaii mrkr fellu meoh,"rak Peramr"fl Daerah rent:

lembent'Lan. Pe,.ghrylrr:,n, d,r1 .'r^1g-. f, rrgra Kel::mhan da1:m .,

Rer:truan Daerah

l. Undang-undang Nomor 12 Tahun 195O tmtaag Peobotrrkan Daerd -

daerah Kabuparen dalam Lingkuag an Bopinsi Jarla Timur (lenrbarar:

Negara Republik Lrdenesie Tahun 1950 Nomor 19 Tarnbalran

I-embaraa Negara Republik Indonesia }.trolnor 9);

2. Urdang-rurdang Nomor 8 Tahrm 1974 terrrilg Pokok4okok

Kepegan'aian (trmbaran Negara Republik In&nesia Tahrm 1974

Nonror -<5 Tanrbrrha.r Lernhara-n Negam Repuhlik hrdooesia Nomor
,l' ll :

3. l.t,;*:^.3-.ri'lt;-;; ) l,;.icil 22 Tah',1:-r ir.l refltzr,g Pemeiiffalfun

:.';;i.. i,,', !, cii r;:ia!:rll .,i, ;i,,a riu,.i1,i,1ii' ..ird()n,, !i1 I ahul i)9i Nomor i,{-r

i':.r:'n , -. : ; ,.r...;J11 1\ gq1;.1 j<:t-lrlblik trijOnr:..a \it;rrrr:r -18 r9r:

J : ,' . 
" 

.lii -ici "Ja-1.rr li !:1-t. rr tl9,-! teriat:g lredqt'".:::' ,,r F_c-r^r..,., ,

i. if.,.i:: , -.iler:!:::,: l'':,;,; d::n Dte.""i. (..;:.!:t\Oiii11 l':o..: , .,-...., 1.

iarlrne sia 'i *u.i i r99 Nomcr ?2 l ;rbafuar i.e in'iri.i; -.,i c ,:;. .

Republik tridoricsia N-omcr 38461 :
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Undang-undaag Nomor 43 Tahut 1999 tentaog penrbahan aras

Undang-undang Nomor I Tairm 1974 tufi:llg pokok-pokok

Kepeganaiaa (If,mbarar Negara Republik Indoqesia Tahun 1999

Nomor 169 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor
3890);

Perafuran Pemeiiatah Noncr 25 Tahun 2000 tentrng Kelr€Dangao

Pemerinlah dan Ke$,sflangan Fropinsi sebagai Daerah Otmom

(I-embaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Noraor 54

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahrm 1999 tentang Telrnik peny,_rs:r:,r"

Perafuran Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-rmdanc.

Rancangan Perattraa Pemeritrtah dan Rancangan Kepuhuan preside;r

Pemturan Menteri Dalaoo Negeri Nomor 4 Tahun 1999 fentang

peacahrar beborapa Pemtufiln Menleri Dalam Negsri, Keputusau

Menteri Dalam Negeri dan Iostruksi Ment€ri Dalam Negoi mengeaai

pelaksaoaan Undang-rmdaag Nomor 5 Tahrm lgTg t€ntaag

Pemerintahan Desa;

Keputxan Menleri l)alao Negeri Ncmor 63 Tahun 1999 t--r'ng
Pctmjuk Felaksanaarr dan Penyesuaian Peristilahan &tpm

Penyelenggarean Pemerinlahan Desr dan Kelurahan;

Keputusan Menteri DaiaLrn Negeri Ncmor 64 Tahrm 1999 t€ifagg

Pedoman Umrm Pengaturan Mc:genai [esa ;
Ke,p*usaa M:l:eri DCaln }ie::d Nc:aor 65 Tahua 1999 lefrfrg
Pedoman Umum Pcngaturaa Mengcnai Pembcntr"rkan Kclurahac

Dengan Persetujuan

DEWA}I PERWAKILAN RAKY,AT DAERAI{ KABUPATEN KEDIRI,

ME]\flJTUSKAN:

It/ftodad@ : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTAI.TG

PEMBENTUKAN. PENGIIAPUSAN DAN PENGGABI]NGAN

KELTJRAIIAN

7.

9.

10.

11.



BAB I

KETENTUA}I I'MIIM

Pasal 1

Dalam Peraturaa Daerah ini yaag dimaksud dengan I

a Pcmerintah Kabupatcn, adalah Pemerintah Kabuparen Kediri ;

b. Daerah, adalah KabuPaten Kediri ;

c. Pemerintah Daerab adalah Kepala Daemb beserta Peraugkat Dl:r::i:

Otonom yang lain sebagi Badaa ElsekutifDaerah ;

d" Kepala Daerah, adalah B.ryati Kediri ;

e. Dewan Perwakilan Ral$rat DaEmh fkbupaten Kediri selanjrlnya disebut

DPRD, adatah Badao Irgislatif Daerah ;

f Kecamaaru adalah wilayah kerja Ca:nat sebagai Peraogkat Dae'"h

Kabr.Paten danDaerah Kota :

g Kelurahaa adale"h vilaya-\ ksrja Luratr sebagai Peraagtat Daorah

Kabupaten dan atau D?€m! Kota dib' 'l'ah Kecamalan I

h. Des4 adaleh kesatua:r ma'1'ankat htikum .vaag memiliki kenenangaa

uotuk mengatur dan meagurus kepentingan masyarakai sctem@

befdasafkanasal.u-strldan,ad^tistiadatseteoryatyaagdiakui&lam

sistem Pemeriarahan Naslonal daa berada di Daemh :

i. Badan Penvakilan Desa yaog selanjutaya disebr:t BPD' adalah Badan

perwakilan yaog terdid atas pemuka-pemuka maqrd'dkar yan-s ada di

Desa yalg berfrrngsi mengayomi adat istiadar, membuat Pffatran DesL

menarnpung dan meny'alurkan aspirasi ma'sfarakaq serta melal-uka:l

pcngawasan terhadap pem'elenggaraan Pemerintah Desa I

j Lingkungao, adalah bagian lvilavah Keltnahan yaog merupakan

lingkungan kerja pelaksanaao pemerintahan Kelurzhen ;

k" Pemecahan Keluahan, adalah tindakan membentuk Kelurabaa baru di

dalam wilaYah Kelr:rahan ;

l' Pcmbenttrkan l(elrralrarr. adalah suaru rindakan Desa me,lrjadi Kclr.rrahn

dan atau hasi! dari pem:rahan Kelr;rthan :

m. Penghapusan Keiu*l:r":, rdai;ir tinrlien medadakan Kelurabm yang

ada ;

n. Penggabungan Keluralai' adalah penggabu4an 2 (&ra) Kelurahaa arau

lebih menjadi I (satt"'\ i(elur-:l:r ba-r'tr



BAB tr
KE"IE{TUA}I PEI\,BEM'[XAI{, PENGHAFUSAI{ DAI{

PENGGABI]NGAN

BagrePerha

Tujuaa Pembeotukan

Pasd 2

Tqiuatr pembentukatr Kelurahao ad"lah u[fuk meaingtadrm lregifu
peanerintahaa secara berdaya guna das bqtasit gr@ s€rta

uatuk l6ih meningkdtan polapoan te{tadap Eas}aatd fotr senrai

dengatr sngt"rt perkembangm peoOansunano),a

BagianKe&a

Syarat-syarat Perrb€rrt ulrra

pasal 3

(l) Dalam pemteatutan Kelurahan harus memeouhi Erdd-slxaral atau

faktor-faltor sebagai berikut :

a Fattor letat yaitu di tawasan perkotaaa rhn &erah peagEdb@gm;

b. Falcor luas wilayalL yaitu hus wilayah yang maafu tcrjangtau

secara berdaya guna dan berhasil guna d"la'n raagta kotancrm

pelayanan dan pembinam masyarakar ;

c. Faktor yaiu jumlah pendudut bagi telbeonrk$a s,6u

Keluralnn baru sedikirditimya 1.500 (senbu limaffirs) jiwa dar
300 (tigaratus) Kcpala Kelurga dan sebaayatfu5atnlra 10.000

(sepluh ribu) jiwa atau 3000 (tiga ribu) Kepala Kcluaga ;

d Fakt6 pmsarana daa saraa4 yaitr tersedianya atau temrmgtinatr

t€rsedia[ya prasaram dan sarana perhubungaA pemasarao, sosiat,

pro&lsi, prasar"aaa dan saram pemerintahaa Kelurabaa ;

e. Faktor sosial budaya" yaifu suasaoa yaog meilnbcrihn konuagkinan

adanla kerukunan niap *ragama da kenrhrnan hidup

bermas5ramkat dalam hubungaanya aengpn adaf istiadat ;

f Faktof kehidupan maqarata{ yaitu t€fsedia aya tempat rmtut mata

pencabarian maqarakat ;

(2) IGluratan dftctrtr* dengm memputatitan cfui{iri das sigt



masyaiulGtoya afiara lain :

a" lvlajemuk l

b. Lebih dinarnis ;

c. Sensitifdan kritis ;

d. Drkungan sosial ekonomioya mayoritas sudah terpengaruh oleh

kehidupan kota

BAB Itr

PERTJBA}TAN DESA MENJADI KELTIR.AHAN

Pasal 4

(l) Desadesa yang memenuld persyaratu sebagaimana dimaksud dala;q

pasal 3 dapat dibentuk Kelurahan alas p,ra.tarasa masyrakaf ;

(2) Pe,mbentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ay'at (l)

dit€tapka[ dalam suatu Pe,raturan Desa setelah mendapat persetujuan

BPD dan disampaikan ke,pada Kepala Daerah dongaa tembuma Carnat;

(3) Sebeluur Desa berubah menjadi Kelurabaq haos diadakan pembinaan

dan sosialisasi selama I (satu) tahun ;

(4) Alas persetujuao DPRD, Kepala Daerah menetapkan K€pt$usan

mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 5

Dengan ditetapkan stahu Desa meqjadi Kelura-hao sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4, kewenaagan Desa sebagai suatu kesatuaa masyarakaf hukum

yaag berhak menptur dan mengurus kepentingaa setEmp@

bddasa*an asal-usul dan adal-istiadal selempal berubah menajdi wilayah

keqia Lurah sebagai Perangkat Daerah KabupaleD dibaw"ah Kecamalan

Pasal 6

(1) Kepala Desq Perangkat Desa dan Staf Sekelariat Desa dari desa yag

ditetapkao m-enjadi Kelurahan yaog memenuhi persyararatr dapal

diaogkat menjadi Pegawai Ncgeri Sipil sesuai Psraturafl Penrndang

undangan yang balaku dan kemampuan Aaggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Ifubryaten ;

Q) Bry Kepala Desa, Peraogkat Desa dan Saf Sekretariar Delr

sebagaimana dimakstd pada ayat (l), yaag tidak memelruhi persyaratalr

diberheatikan dari jabataonya dan diberikan peirgtagraan sesuai dengan
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kemampr.raa keirangan Anggaran Pendapahn dan Belanja Dacrah

Kabupaten

Pasal 7

(1) Seluruh kekalaa daa sumber-sumber Perdapataa milik pesa yang

statusnya berubah menjadi Kel'.rahan, dissrdbkan kcpada Dacrah darr

. menjadi asset Daerah I

(2) Perubahan status ke.Deailikan dari Desa menjadi asset Daerah

sebagaim:oa Jimaksud pada ayar (l) akan diatur lebih laqiut oleh

Kepala Dae,rah ;

(3) Kekayaaa dan sumber-sumber Pendaparan sehgaimma dima&suri pa,ie

ayat (l) dikelola melalui Anggaran Pondapatao dao Belar,rja D2,1 ;.

dengan memperhatitm ke,pen:tingan Keluralm yaflg hsanghrao"

Pasal 8

Kepunuan Kepala Daerah mengemi Pe.mbeotukan Kelurahan sebagaimana

dr:maksud dalam Pa.sal 4 alat (4) hanrs menlebutkan nam4 luas wilayalf

juotah penduduk, batas Kelura,han danjundah lingkuqgaa yaog dibentuk

pasal 9

(l) Untrk memperlancar jalamrya o,perasional Kantor Keluraha!" di dalam

Kelurahan dapat dibenfuk beberapa sebagaimaoa dimakstl

dalan pasal 8 ;

(2) Syarat pembenrukan lingkungan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l),

sebagai beritut :

a Sekurang-h:ragnya 750 jiwa arau terdiri dari 150 Ker:'r

Keluaga;

b. Lingrmgar tediri dari paling sedikit 3 (tiga) RukmWarp;

c. Dalarn suatu Kelurahaa dapt dibeotuk rckurang-hrangnya 2 (dua,

Lingkmgaa

BAB IV
KEWAIIBA}.I, HAK DAN WEWENANG

Pa^sal l0

Kelurahan lang dibentuk sebagaimaoa dimaksud dalarn pa.sal 4 aya (4),



meoyelcnggamkar Pemerintahan sebagai Perangkat Daerah Kabr4atei?

dibaw"ah Kecmatan, yang meopuoyai kewajibe, hak dan wewenang

sebagai beriktt :

a- Ker4iibm:

l. Meoyeleaggarakaa penerintabaa pelayaaan sosial dm kegiatan

ekolronai ;

2. Melatsanakaa peraanan dao keteiluan dari Pemerinah de atau

Pemerintah Daerah

b. Itak dan Wewenang :

1. Memdapat bantuaa dari Pemerintah Daerab- Perrerirf,ah Propini dan

Pemerintah sesuai dengan Pemtuao Penmdaog:ucrdangan yang

berlaku ;

2. Tidak menyelenggarakan urusan nrnah tangganya sendiri ;

3. Bia,va operasional kaator Kelruahan meqiadi tanggusg jawab

Pemerinuh Kabrryaten.

BAB V
PEMECAITAN, PENG}TAPUSAN DAN PENGGABT'NGA}I

Bagian Pertama

Pe,mecahm

Pasal l1

(1) Keluraban yang sudah ada dapat dipeoah karcaa pe*enabagm keadaaa

dan pcrkembangan teknis pemerintahan serh pelayaoan niasyardkat

yang bersangkutan ;

(2) Kslumhan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memeouhi rytlat pembentukan Kelurahm sebagaimaoa dimek$rd

dalam pasal 3.

Pa.sal 12

(i) Pe,mecahan Kelurahaa sebagaimana dima&sud dalam Pasal 11.

dilakukan oleh Kepala Da€il"h berdasarkan usul Kepala Kelurahan atas

pertinbaoga Camat ;
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(2) Pemecahan Kclumhan dimatsrd pada ayat (1),

Atetapnaa aengm Pera$rm Daffah

B:gian Kerha

Penggabungao dm Penghapusaa

Pasal 13

Apabila suatu kelurahan tidak lagi memeruhi syarat sebagaimaoa dimeksrd

dalam pasai 3, Kelurahan tffsebut dapat dihapusba dan digahngtaa

dengan Keluahar lair

Pasal 14

(l) Pengbapusaa dan penggabur€ao Keh.nahaa sebagaimam dimaksud

dalam pasat 13, dilalrukaa oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala

Keluraban alas pertimbaagan Camat ;

(2) Penghapusan dm peoggabmgan Kelurattan ditetapkm dengan Perafiran

DaErah"

BAB VI

KETM,iTUANPERALIHAN

Pasal 15

Dengao berlakunlra Peraturao Daerah id, maka Desadesa lmg telah

benrbah statusola menjadi Keluraban tetap sebagai Kelurahan

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

I{al-bal yang.belum diatur dalam Peraturaa DaE zh ini, sepaqiaog m€ag€oai

pelaksanaannya akan diatw lebih laqid oleh Kepala Daerab-

Pasal 17

Dengan berlalunya Pemturaa Da€rah ini, ma&a scmua keterfuan yaq ada

dan bert€ntaagar dengan Percuraa Dacrah ini diq{arakm dicabul daa tidak

bcrlaku lagi.



Pasal lE

Peraturao Daerah iai mulai bolaku pada'aoggal dirodaagkao

Agar setiap *g dupu, mc'ngstahuiqra mc'laerintabkaa Fagundangan

Peraarao Daerah ini dalam lsnbaran Daerah IGbupatcn Kediri'

Disabb di IGdiri
padat"nggal 2 Juni 2001

BUPATIKEDIRI

TTD

k.lt SIITRISNO

Dirmdmgkar di Kedid
poda*nggal 2 Imi 2001

SEKRE-TARIS DAERAII

h. Il IMAIVISAI'ITOSA

LEMBARA}I DAERAH KABIJPATEN KEDIRI

TAHUN 2OOI NOMOR 7/D SERI D

Disalin sesui dcagaa aslinYa



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 8 TAHI.IN2OOI

TENTANG

PEhIBE}TNJKAN, PENGHAPUSAN DA].[ PENGGABI.JNGAN

KELI.]RA}IAN

t PENJEI.ASA}.TI]MUM

Bahwa untuk lebih meningkarkao Pemeriotahan KeLuahan yang lebib budaya Ema

dafl berhasil guoa sesgai thngan perke,mbangao jmaa dan melrindatlaqi&i Undanq-

rmdaog Nomor 22 Tahrm 1999, m"ka dipaodeg pedu moetapkan Peraturan Daerah

rqrtang Pembsrn*ao, pengtapsao, daa Penggahrng@ Kchlraha-

It PENJEI,ASA}.I PASAL DEMI PASAL :

Pasal i sampai dengan pasal l8 : Cuktpjelas.

-DokHK-


